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Akibat Hukum Admin E commers dalam Pembatalan Produk Restok 
Legal Consequences of Admin E commerce in Restock Product Repair 
 

I. Pendahuluan 

 Dalam konteks produksi, istilah restock dapat merujuk pada kegiatan berkala yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau produk di pasar. Hal ini biasanya 

terjadi pada produk yang memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan seringkali menjadi pilihan 

utama para konsumen.[1] Adanya restock pada suatu produk dapat membantu perusahaan dalam 

melakukan perencanaan produksi yang lebih efektif dan efisien. Dalam perusahaan e-commerce, stock 

barang merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.[2]  

 Jumlah barang masuk maupun keluar perlu diperhatikan, untuk menjaga persediaan yang 

tersedia di gudang agar tetap stabil. Permasalahan yang dihadapi oleh penjual adalah bahwa setiap 

item memiliki minat beli yang berbeda.[3] Barang dengan minat beli tinggi akan lebih cepat habis 

dibandingkan dengan barang dengan minat beli rendah. Restock juga dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan meningkatkan kepuasan konsumen, yang dapat membantu bisnis online meningkatkan 

kinerja dan daya saing pasar.[4] 

 Dalam konteks perdagangan elektronik, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, berdasarkan pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan 

informasi yang akurat, mudah dipahami, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau layanan 

yang akan dibeli. Dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, mudah dipahami, dan jujur mengenai kondisi 

serta jaminan barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk menjelaskan cara penggunaannya, 

perawatan, dan perbaikan jika dibutuhkan. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan konsumen 

dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak sehat, serta memastikan bahwa produk atau layanan 

yang dibeli memiliki kualitas yang aman dan terjamin. Selain itu, keberadaan undang-undang ini juga 

memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi di e-commerce. Sehingga, 

diharapkan konsumen dapat merasa lebih percaya dan aman saat melakukan pembelian di platform 

perdagangan elektronik.[5]  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[6] Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang 

ada telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan 

terhadap konsumen juga dianggap sebagai suatu keharusan dan dapat dilakukan melalui upaya hukum 

jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.[7]  

 

Dalam hasil penelitian, metode peramalan ini terbukti efektif dalam membantu bisnis dalam 

mengambil keputusan strategis tentang manajemen persediaan. Dengan menggunakan metode ini, 

bisnis dapat menghindari pembelian barang yang berlebihan dan memastikan persediaan yang tepat 



sesuai dengan permintaan pelanggan. Hal ini dapat membantu bisnis untuk mengurangi biaya dan 

meningkatkan efisiensi dalam operasional mereka.[8]  

 Maksud dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pembatalan produk 

restock, pelanggan dapat memahami bahwa produk tersebut dijual dalam jumlah terbatas dan mungkin 

tidak tersedia kembali setelah kehabisan stok. Admin e-commerce harus memastikan bahwa kebijakan 

pembatalan dan pengembalian produk restock mudah dipahami oleh pelanggan. Dalam hal 

pembatalan produk restock, pelanggan harus diberikan pilihan untuk mengembalikan produk dan 

menerima pengembalian uang atau memilih produk lain yang tersedia.[9] 

Dalam hal restocking produk, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat 

tentang produk yang dijualnya, dan pelaku usaha juga berhak untuk memberikan informasi, 

memperdagangkan dan patuh terhadap hukum tentang syarat, ketentuan dan nilai tukar yang 

disepakati mengenai barang dan/atau Layanan terlindungi dari perilaku konsumen yang tidak 

bertanggung jawab.[10] Di sisi lain, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa yang 

diinginkannya dan memperolehnya, dengan patuh pada nilai tukar, syarat dan jaminan yang telah 

dijanjikan. Konsumen juga berkewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan tata 

cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa guna menjaga keselamatannya. 

 

Rumusan masalah: Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh admin e commerce dalam 

pembatalan produk restock?   

Pertanyaan penelitian: Apakah pelaku usaha sudah melindungi hak konsumen? 

Kategori SDGs: https://sdgs.un.org/goals/goal10  

 

II. Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data secara kualitatif. 

Yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai Hak Konsumen dan Kewajiban 

Pelaku Usaha. 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
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Gambar 1. Jadwal penelitian 
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